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ABSTRAK 
 

 
 Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang pelunasan utang sapi 
untuk penanaman tembakau berdasarkan ketentuan kreditur di desa Sejati ditinjau 
dari hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah:  

1. Bagaimana pelaksanaan akadnya ? 
2. Bagaimana cara pelunasannya ? 
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut ? 

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dan 
pengisian angket. Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 83 responden yang 
terdiri dari 46 responden sebagai berutang dan 37 responden sebagai kreditur. 
Sedangkan populasi dari penelitian ini adalah 6.232 jiwa. Untuk melengkapi 
informasi yang diinginkan, maka juga dilakukan study dokumen terkait dengan tema 
penelitian. Selanjutnya informasi (data) yang berhasil dihimpun dianalisis 
menggunakan teknik Deskripsi Analisis dengan pola pikir Deduktif.  

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa akad utang sapi di Ds. Sejati hanya 
secara ucapan dan tanpa saksi. Sedangkan pelunasannya mengikuti ketentuan 
kreditur, yakni dikembalikan dengan sapi yang umur dan ukurannya sesuai lamanya 
berutang atau sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur. Selain itu jika 
berutang gagal panen, maka dia mendapat perpanjangan waktu dengan tambahan 5% 
dari jumlah pelunasan yang semula.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: akad yang dilaksanakan tanpa 
adanya saksi bisa menyebabkan akadnya tidak sempurna. Sebab menurut pendapat 
ulama’ saksi dalam transaksi adalah wajib. Sedangkan pelunasan yang berupa sapi 
adalah mubah. Demikian ini karena terdapat kesesuaian antara hukum Islam yang 
mewajibkan utang dikembalikan dengan benda yang sejenis dengan praktek utang 
sapi kembali sapi. Utang sapi yang dikembalikan dengan sejumlah uang yang 
ditentukan langsung oleh kreditur hukumnya haram. Sebab mengembalikan utang  
dengan benda yang tidak sejenis, seperti sapi kembali uang itu diharamkan dalam 
hukum Islam seperti penjelasan H}}adis| yang menerangkan adanya larangan 
pengembalian utang perak dengan emas. Sedangkan perpanjangan waktu bagi yang 
pailit dengan tambahan 5 % adalah haram. Hal ini dikarenakan jika ada tambahan 
dalam pembayaran utang yang disyaratkan oleh kreditur dalam akadnya, menurut 
kesepakatan ulama’ haram hukumnya. Sebab mengarah ke riba nasi’ah. 

Dari hasil penelitian ini diharapkan kepada seluruh masyarakat, khususnya 
masyarakat Ds. Sejati agar dalam melakukan kegiatan mu’amalah terutama utang sapi 
agar tetap berpedoman pada al-Qur’an, H}}adis|, serta pendapat ulama’ agar tidak 
terjadi penyimpangan yang bisa menjurus kedalam sesuatu yang diharamkan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu dari bentuk kegiatan muamalah adalah utang-piutang untuk 

menutup kebutuhan. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke 

arah yang lebih modern, maka transaksi utang-piutang juga berkembang menjadi 

beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti yang terjadi di Ds. 

Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura, di mana ketika masa tanam 

tembakau datang, salah satu kendala yang dihadapi sebagian petani adalah tidak 

adanya modal yang cukup. Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, berutang 

sapi adalah salah satu alternatif yang ditempuh oleh sebagian petani tembakau. 

Meskipun dalam pelunasan utang sapi tersebut kreditur memberikan ketentuan 

secara sepihak. Dengan kata lain pihak kreditur adakalanya menginginkan utang 

sapi tersebut dikembalikan dengan sapi yang ukuran serta umurnya disesuaikan 

dengan lamanya masa berutang, tapi adakalanya pihak kreditur menginginkan 

utang sapi tersebut dikembalikan dengan sejumlah uang yang nilainya ditentukan 

langsung oleh kreditur dalam tempo yang disepakati. 

Padahal dalam suatu H}}adis| disebutkan tentang larangan mengembalikan 

utang dengan barang yang tidak sejenis, yaitu : 

  دَيْنًالذَّهَبِابِا الْوَرِقِ  بَيْعِنَهَى رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
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Artinya : “Rasulullah SWA melarang pengembalian utang perak dengan 

emas.”1 

H{adis| di atas dapat ditarik kesimpulan membayar utang dengan barang 

yang tidak sejenis itu dilarang. Sementara yang terjadi di Desa Sejati adalah salah 

satu bentuk pelunasan utang sapi adalah dengan sejumlah uang. Di sini terdapat 

kesenjangan antara isi H{adis|| dengan praktek yang ada di Desa Sejati. 

Utang memang suatu transaksi biasa dan lumrah yang biasa terjadi dan 

menimpa pada siapa saja, kapan saja dan dimana saja, tanpa ada perbedaan 

apakah dia seorang yang kaya yang notabenenya adalah surplus kekayaan 

maupun dia sebagai kaum miskin yang status ekonominya minus. Oleh karena itu 

Islam telah memberikan suatu ketentuan atau aturan yang harus dijalankan oleh 

para pelaku transaksi tersebut agar tidak menyalahi syari>‘at Islam. Lebih lanjut 

pemberlakuan aturan tersebut dimaksudkan untuk tidak menimbulkan kerugian 

bagi salah satu pihak. Hal ini dikarenakan utang adalah suatu jalan yang sah-sah 

saja dilakukan seseorang dalam menjalani aktivitasnya sebagai manusia. Akan 

tetapi, yang tidak dibenarkan disini adalah dalam proses pengembalian utang itu, 

seperti adanya persyaratan tertentu dengan tujuan mengambil manfaat 

(keuntungan) dari pihak yang berutang atau pengembalian obyek utang dengan 

suatu barang yang tidak sejenis, padahal jelas hal semacam ini dilarang dalam 

Islam.  

                                                 
1 Muslim, S}ahi>h Muslim biSyarah bab Naha> ‘an Bai’ al-Wariqi..., h 200 
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Lain halnya jika orang yang berutang itu memberi bonus atau tambahan 

dalam pengembalian utangnya tanpa ada persyaratan dari pihak berutang 

sebelumnya. Hal ini dianjurkan Rasulullah dalam H{adis||nya : 

  دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِييْهِكَانَ لِي عَلَوَ م يْتُ النَّبِي ص أَتَعَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ االلهِ قَال
 

Artinya : dari Ja>bir, beliau berkata “  aku pernah datang ketempat Nabi 
SWA., sedangkan Nabi mempunyai utang kepadaku, kemudian beliau 
membayarku dan menambah padaku.”2 

 

Pemilik harta dalam hal ini adalah kreditur mempunyai wewenang untuk 

menagih utang kepada pihak berutang sampai dibayar apabila sudah jatuh tempo. 

Sedangkan pihak berutang berkewajiban mengembalikan utangnya pada jangka 

waktu yang telah disepakati manakala dia mampu membayarnya, sebab utang 

merupakan suatu perjanjian yang harus di tepati. Sebagaimana dalam QS. al-Isra’ 

: 34 

 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاَ

Artinya : ” dan penuhilah janji yang telah dibuat, sebab suatu perjanjian 

itu harus dipertanggungjawabkan.” 3 

Akan tetapi, jika pihak berutang tidak mampu membayar utangnya (pailit) 

pada saat jatuh tempo, maka pihak kreditur memberi perpanjangan waktu dengan 

adanya tambahan nominal pengembalian, padahal dalam al-Qur’an Allah 

                                                 
2 Bukha>ri>, s}ahi>h Bukha>ri> Juz 2, h 713 
3 M. Said, Tarjamah al-Qur’an…, h 258 
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mewajibkan hamba-Nya untuk bermurah hati dengan penambahan waktu bagi 

orang yang pailit, tanpa adanya tendensi keuntungan pribadi. Alangkah lebih baik 

lagi jika utang tersebut diberikan saja baik sebagian atau semua bagi orang yang 

memang pailit. Hal ini bertujuan untuk memupuk rasa cinta dan kasih serta 

kesetiakawanan diantara kaum Muslim, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah : 280 

 وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌلَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya : ” Jika orang yang mempunyai utang itu sedang dalam keadaan 
krisis, maka hendaklah ditangguhkan pembayarannya. Jika kamu rela untuk 
menyedekahkan utangnya itu, maka itu adalah yang terbaik bagi kamu, kalau 
kamu mengetahui.”4 

 

Diambilnya Desa Sejati sebagai lokasi penelitian, karena transaksi seperti di 

atas dapat ditemukan di Desa Sejati, dan transaksi semacam itu terjadi secara 

berulang-ulang tiap tahunnya manakala musim tanam tembakau tiba.    

Dari deskripsi di atas, maka nampak adanya kesenjangan antara aturan 

dalam al-Qur’an dan H}adis| dengan praktek. Maka untuk mengetahui bagaimana 

praktek tersebut dilakukan di Desa Sejati, perlu adanya penelitian yang lebih 

mendalam mengenai praktek semacam itu, sehingga transaksi seperti itu bisa 

diangkat kepermukaan dan di tarik suatu kesimpulan, kemudian ditinjau dari teori 

hukum Islam, karena seluruh masyarakat Desa Sejati beragama Islam karenanya 

seharusnya dalam kehidupan sehari-hari berpegang teguh pada ajaran agama 

Islam atau syari>‘at Islam. 

                                                 
4 M. Said, Tarjamah al-Qur’an al-Karim, h 44 
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Oleh karena itu pertanyaan pokok dalam skripsi ini adalah : Bagaimana 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman 

Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. 

Sampang Madura ? 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari pertanyaan pokok di atas, dapat ditulis dengan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan akadnya ? 

2. Bagaimana cara pelunasannya ? 

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek tersebut ? 

 

C. Kajian Pustaka 

Ada beberapa judul skripsi yang membahas tentang masalah utang-piutang, 

diantaranya oleh Mujib Ridwan,5 dengan judul “Sistem Pelaksanaan Utang 

Piutang dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani (Berutang) di Ds. 

Gedong Boyountung Kec. Turi Kab. Lamongan (Sebuah Tinjauan Hukum 

Islam),”  karya ini membahas pelaksanaan utang-piutang dengan dua sistem, 

yang pertama petani utang kepada pedagang berupa uang sebagai modal usaha 

tanam padi dengan pengembalian berupa padi dan dengan syarat hasil panennya 

                                                 
5 Mujib Ridwan, lulusan IAIN Surabaya Fakultas Syariah Tahun 2008 dengan Judul Skripsi “ Sistem 
Pelaksanaan Utang Piutang dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani (Berutang) di Ds. 
Gedong Boyountung Kec. Turi Kab. Lamongan (Sebuah Tinjauan Hukum Islam).” 
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harus dijual kepada pedagang tersebut dengan dikurangi utangnya, yang kedua 

petani utang kepada pedagang berupa barang produktifitas pertanian tambak 

dengan pengembalian berupa uang yang dipotong dari hasil penjualan panen 

tambak yang harus dijual ke pedagang tersebut.  

Ada juga karya Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh,6 dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Utang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang 

(Murabahah) dari Piutang di Ds. Sawo Babat Lamongan,”  karya ini membahas 

pihak yang berutang mendapat pinjaman dari piutang dalam bentuk barang yang 

mana pihak piutang memberi alternative bahwa barang yang diberikan bisa dijual 

kembali kepada piutang agar pihak berutang mendapatkan uang yang dibutuhkan. 

Berbagai karya di atas tidak ada yang secara spesifik membahas tentang 

pelunasan utang sapi berdasarkan ketentuan kreditur  dalam karya ilmiah (skripsi) 

yang penulis lakukan, maka penelitian ini bukan mengulang penelitian yang 

sudah ada. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada penelitian yang akan dilakukan, maka dapat dirumuskan 

tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, di antaranya: 

1. Untuk mengetahui cara akad utang sapi di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. 

Sampang Madura 

                                                 
6 Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Tahun 2008 
dengan Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang 
(Murabahah) dari Piutang di Ds. Sawo Babat Lamongan” 
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2. Untuk mengetahui cara pelunasan utang sapi di Ds. Sejati Kec. Camplong 

Kab. Sampang Madura 

3. Untuk mengetahui hukum Islam tentang praktek tersebut 

 

E.  Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat setidaknya untuk hal-hal 

antara lain: 

1. Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalah, khususnya yang 

berkaitan dengan pelunasan utang. 

2. Dari aspek praktis (terapan), yaitu dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat 

di Desa Sejati. 

 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian, maka perlu dijelaskan 

terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini : 

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang 

berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur’an,  

H}adis| serta pendapat ulama’ fiqih. 

Pelunasan Utang Sapi dengan Ketentuan Kreditur : Perjanjian antara 

pemilik sapi ({kreditur) dengan petani tembakau 

(berutang) mengenai bentuk pelunasan utang sapi yang 
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dikembalikan menurut ketentuan kreditur, baik berupa 

sapi ataupun sejumlah uang. Praktek ini dalam bahasa 

Madura dikenal dengan istilah othang sapeh ketonan. 

  

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, karenanya perlu dijelaskan : 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura 

2. Data yang Dihimpun 

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Praktek Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau. 

b. Cara Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau  Berdasarkan 

Ketentuan Kreditur 

3. Sumber Data dan Cara Penggaliannya 

Sumber data dalam penulisan ini diperoleh melalui responden dan 

informan. Responden yaitu orang yang terlibat langsung dalam praktek utang 

sapi untuk penanaman tembakau dengan pelunasan berdasarkan ketentuan 

kreditur. Sedangkan informan yaitu orang yang memberikan informasi 

mengenai praktek utang sapi untuk penanaman tembakau dengan pelunasan 

berdasarkan ketentuan kreditur. Cara penggalian data yang diperoleh melalui 

wawancara secara langsung dan angket, serta study dokementer dari lokasi 
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penelitian di lingkungan masyarakat di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. 

Sampang Madura 

4. Populasi 

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan 

sampel.7 Jumlah populasi penelitian ini adalah 6.232 jiwa. Untuk 

menyederhanakan pengambilan data lapangan dan informasi, maka kami 

mengambil beberapa sampel dari populasi. 

Adapun jumlah sampel yang dimaksud adalah 83 orang yang terdiri dari 

46 petani tembakau yang pernah berutang sapi dan 37 pemilik sapi yang 

pernah memberikan utang sapi. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah merupakan suatu proses penyederhanaan data 

kedalam bentuk yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. 

Hasil penghimpunan data yang diperoleh dalam penelitian ini 

menggunakan teknik-teknik seperti di atas. Selanjutnya dianalisa dengan 

menggunakan teknik deskripsi analisis, yakni menggambarkan data-data yang 

diperoleh tentang praktek pelunasan utang sapi kemudian dianalisis dengan 

hukum Islam untuk ditarik suatu kesimpulan.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, 

yaitu menganalisis data yang diambil dari ketentuan hukum Islam tentang 

praktek utang piutang yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu 
                                                 
7 Mardalis, Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal, h 53 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 10

kesimpulan untuk mendapatkan data yang bersifat khusus tentang praktek 

pelunasan utang sapi unutuk penanaman tembakau berdasarkan ketentuan 

kreditur di Desa Sejati. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi ini, kami akan membagi sistematika pembahasan 

menjadi lima bab dengan beberapa sub-sub bab, antara lain: 

Bab pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian dan yang terakhir membahas tentang sistematika 

pembahasan. 

Bab utang piutang dalam hukum Islam sebagai landasan teori untuk menganalisa 

praktek utang piutang sapi, yang meliputi : pengertian dan akad utang dan cara 

pelunasan utang serta riba 

Bab praktek pelunasan utang sapi untuk penanaman tembakau berdasarkan 

ketentuan kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura, sebagai 

data lapangan yang dapat ditemukan, yang meliputi : tata cara akad utang sapi 

untuk penanaman tembakau dan tata cara pelunasan utang sapi menurut ketentuan 

kreditur, dengan menjelaskan sedikit keadaan umum lokasi penelitian di Ds. 

Sejati, baik letak geografis, keadaan sosial keagamaan, pendidikan dan ekonomi.  

Bab pelunasan utang ditinjau dari hukum Islam, yang meliputi : akadnya dan 

pelunasannya. 
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Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan peristiwa sebagai jawaban dari rumusan 

masalah dan saran. 
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BAB II 
 

UTANG DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM 
 

 
 
 
A. Pengertian Utang dan Akadnya 

 
1. Pengertian Utang 

Kata utang dalam al-Qur’an disebut dengan al-dain )الدين( . Menurut 

Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia artinya adalah utang.8 Adapun kata utang 

dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti : uang yang dipinjam dari orang lain 

atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.9 

Selain itu, kata utang dalam fiqih juga dikenal dengan istilah al-Qard} 

 10.(potongan atau cabang) اَلْقَطْعُ yang dalam bahasa memiliki arti ,(القرض)

Sedangkan arti al-Qard menurut istilah adalah harta yang dipinjamkan 

seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah ia memiliki 

kemampuan.11 

Pengertian utang piutang sendiri adalah memberikan sesuatu kepada 

seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.12 Yang 

dimaksud dengan yang sama  di atas, mungkin sama  dalam  keadaan dan cirinya.  

                                                 
8 Munawir, Ahmad Warson, al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, h 437 
9 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, kamus Besar Bahasa Indonesia, h 1256 
10 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 4, Penerjemah Nor Hasanuddin, h 181 
11 ibid. 
12 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, h 417 
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Karena hakikat sama hanya bisa diketahui pada barang-barang yang bisa ditakar 

atau ditimbang, juga uang. Jika tidak didapat ukuran yang sama, maka digunakan 

ukuran nilai pada saat dimana standar sama itu tidak bisa dilakukan. Sebab 

dengan menggunakan nilai inilah yang bisa menjadi jaminan di saat transaksi 

utang piutang terjadi.13 

Menurut ahli fiqih, utang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu 

menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi 

kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa.14 

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, definisi utang piutang yang lebih 
mendekat kepada pengertian yang mudah dipahami adalah penyerahan harta 
berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.15 
Dari definisi tersebut kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan 
pemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” 
mengandung arti pelepasan hanya berlaku dalam waktu sementara saja, dalam 
artian yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. Sedangkan kata “berbentuk 
uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian 
ini utang piutang dapat dibedakan dengan pinjam meminjam karena yang 
diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” 
mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut 
utang piutang , akan tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah 
“nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya seperti semula, itu 
bukan termasuk utang piutang tapi pinjam meminjam.16 

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan 

bahwasannya maksud dari utang piutang sendiri adalah memberikan sesuatu 

kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. 

                                                 
13 Abu Sura’I Abdul Hadi, Bunga Bank dalam Islam, h 130 
14 Abu Sura’i abdul Hadi, Bunga Bank dalam Islam, Penterjemah M. Thalib, h 125 
15 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, h 222 
16 ibid. 
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Pengertian “sesuatu” dari pengertian diatas tentunya memiliki makna yang 

luas, selain dapat berbentuk uang, “sesuatu” juga bisa dalam bentuk barang, 

asalkan barang tersebut bisa habis karena pemakaian.17     

Dalam Islam, mempiutangkan sesuatu pada seseorang berarti telah 

menolongnya. Di sinilah letak perbedaan mendasar sistem ekonomi syariah 

dengan kapitalis, dimana tujuan utama dalam mempiutangi seseorang adalah 

menolong saudaranya. Sedangkan dalam sudut pandang kapitalis, mempiutangi 

kepada seseorang adalah semata-mata untuk mencari keuntungan. 

  

2. Akad Utang dalam Hukum Islam 

a. Dasar hukum utang 

Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyari’atkan 

dalam Islam, hukumnya adalah mubah atau boleh. Mengenai transaksi utang 

piutang ini banyak disebut dalam al-Qur’an, H}adis| serta pendapat ulama’. 

Dalam al-Qur’an terdapat ayat yang memuat petunjuk praktis mengenai 

pelaksanaan utang piutang, yakni dianjurkan supaya seseorang yang 

melakukan utang-piutang hendaknya : kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi utang piutang, baik besar maupun kecil, menentukan waktu 

pengembalian utang serta menunjuk pihak ketiga untuk menuliskan 

persyaratan yang telah mereka sepakati, antara lain mengenai ciri-ciri obyek 

akad, harga yang ditetapkan dan waktu pembayarannya secara jelas dan pasti. 
                                                 
17 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, h 136 
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Selain itu, diwajibkan untuk mendatangkan saksi, yaitu dua orang laki-laki, 

atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, hal ini bertujuan jika satu 

orang lupa, maka lainya dapat mengingatkannya. Jika yang berutang  lemah 

akalnya atau tidak bisa menulis atau tidak mampu berbicara, maka kuasanya 

(wali) yang melakukannya dengan benar Sebagaimana penjelasan dalam QS. 

al-Baqarah : 282 

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ بِالْعَدْلِ  نٍيْدَ بِمْتُنْايَدَا تَذَوا إِنُ آمَنَيْذِا الَّهَيُّاأَيَ
ذِي فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّ

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا 
أَنْ  ءِشَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَا

 هُوْبُتُكْى فَمَّمسَُ لٍجَى أَلَإِتَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا 
مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ  بٌاتِ كَمْكُنَيْ بَبْتُكْيَلْوَ

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا 
يدٌ بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِ

 وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya 
sebagaimana Allah telah mengajarkannya, tetapi hendaklah ia menulis, dan 
hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis 
itu). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 
mengurangi sedikitpun dari utangnya. Maka jika orang yang berutang itu 
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 
mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. 
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 
diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan 
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 
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seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-
saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan 
janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai 
batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan 
lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) keraguanmu. Tulislah (mu’amalahmu itu), kecuali jika 
mu’amalah itu perdagangan  tunai yang kamu jalankan diantara kamu, 
maka tak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya. Dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi 
menyulitkan dan dipersulit. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah 
kepada Allah, Allah mengajarimu, dan Allah maha Mengetahui segala 
sesuatu.”18 

 

b. Rukun dan syarat utang 

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu 

terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Ulama fiqih 

sepakat bahwa tidak ada perbedaan dalam menentukan rukun utang. Rukun 

utang piutang meliputi: 

1) Adanya ‘aqidayn  yakni pihak yang berpiutang dan berutang 

2) Adanya ma’qud ‘alayh yakni objek atau barang yang diutangkan 

3) Adanya sighat al-‘aqd yakni pernyataan kehendak (ija>b dan qabu>l)19 

Selain itu transaksi utang piutang tidaklah cukup hanya dengan rukun-

rukun yang telah disebut di atas, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut 

haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang 

melakukan transaksi utang piutang. Syarat-syarat tersebut adalah : 

                                                 
18 M. Said, Tarjamah al-Qur’an…, h 44-45 
19 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dan dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 
Madzhab, Penerjemah Miftahul Khairi, h 159 
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1) ‘Aqidain yang terdiri dari pihak yang berpiutang dan yang berutang haruslah 

orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat 

kebajikan, yaitu telah dewasa, berakal sehat, dan berbuat dengan sendirinya 

tanpa paksaan, sebab menurut ulama’ Syafi’iyyah tidak sah berutang kepada 

orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan 

yang haq, seperti jika seseorang harus berutang dalam keadaan terpaksa, 

maka sah berutang dengan memaksa.20 

2) Ma’qud ‘alaih yakni objek atau barang yang diutangkan haruslah berbentuk 

barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya, milik 

sempurna dari yang memberi utang dan dapat diserahkan pada waktu akad. 

Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, 

sebab harus sama dengan jumlah atau nilai barang yang diterima. Selain itu 

mengenai obyak utang yang terdiri dari hewan, ulama’ Syafi’iyyah 

berpendapat bahwa boleh mengutangkan harta yang ada padanannya. 

Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik 

berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan 

dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta tersebut berupa sesuatu yang 

berubah-ubah harganya. Pendapat ini didasarkan pada H}adis| Rasulullah, 

yang mana Rasulullah pernah meminjam onta, kemudian beliau 

membayarnya dengan onta yang lebih baik dari pada onta yang dipinjamnya. 

Dan beliau bersabda : 
                                                 
20 ibid, h 160 
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 فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ االلهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya : “ Sebaik-baik hamba Allah adalah orang yang paling baik 

mengembalikan pinjamannya” 21 

3) S}ighat al-‘aqd yakni pernyataan kehendak yang lazimnya terdiri dari ija>b 

dan qabu>l. Ija>b adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul 

dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan 

pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum 

yang dimaksud dimana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain terjadilah 

akad. Sedangkan qabu>l adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab 

dan yang dengannya tercipta suatu akad.22 

Adapun syarat dari rukun ketiga ini adalah kata-kata dalam ija>b qabu>l 

harus jelas dan tidak meiliki banyak pengertian, harus ada persesuaian ija>b 

dan qabu>l yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud 

kata sepakat, harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak 

yang terkait, dalam artian saling rid}a dan tidak terpaksa atau karena tekanan 

orang lain, selain itu juga kesepakatan tersebut harus di capai dalam satu 

majelis yang sama. 

Apabila semua rukun dan syarat utang piutang di atas telah terpenuhi, 

maka akad bisa dikatakan sah dan mempunyai akibat hukum. Sebaliknya, jika 

                                                 
21 Muslim, S}ahi>h Muslim biSyarah bab Iqtira>d} al-Hayawa>n..., h 214 
22 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h 127 & 132 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 19

dalam suatu akad tidak terpenuhi salah satu rukun dan syaratnya, maka akad 

tersebut dianggap tidak sah dan batal. Demikian ini menurut kebanyakan 

fukaha.23 

 

B. Cara Pelunasan Utang 

Utang merupakan sejumlah uang atau barang yang dipinjam pada 

seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah dan nilai yang sama dengan 

yang diterima dari pemiliknya pada jangka waktu yang telah disepakati.  

1. Membayar  utang dengan barang yang tidak sejenis 

Mengembalikan obyek utang dengan sesuatu yang tidak sama adalah suatu 

hal yang dilarang dalam Islam, sebab transaksi seperti ini sama halnya dengan 

mengadakan transaksi jual beli dengan barang yang tidak sejenis dengan cara 

utang, misalnya membeli perak yang dibayar dengan emas dikemudian hari, atau 

sebaliknya. Dikecualikan dalam hal ini adalah jika penyerahan barang yang tidak 

sama tersebut dilakukan secara langsung dan dengan nilai yang sama, maka hal 

ini diperbolehkan. Sebagaimana penjelasan H{adis|| di bawah ini : 

 لذَّهَبِ دَيْنًاابِا الْوَرِقِ  بَيْعِنَهَى رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

Artinya : “Rasulullah SWA melarang adanya jual beli emas dan 

perak secara utang.”24 

                                                 
23 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, h 117 
24 Muslim, S}ahih} Muslim biSyarah} bab Naha> ‘an Bai’ al-Waraqi..., h 200 
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2. Menbayar lebih dari utang 

Melebihkan Pembayaran dari jumlah yang diterima oleh pihak berutang 

bisa di lihat dari dua faktor, yaitu : 

a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan 

Utang harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang 

diterima dari pemiliknya, bila terdapat kelebihan pembayaran yang 

dilakukan pihak berutang secara ikhlas dan bukan didasari atas perjanjian 

sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi pihak piutang, dan 

merupakan kebaikan bagi yang berutang. Hal ini didasarkan pada H{adis|| 

Nabi : 

 وَزَادَنِي  لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِيم وَكَانَ عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ االلهِ قَال أَتَيْتُ النَّبِي ص

Artinya : dari Ja>bir, beliau berkata “  aku pernah datang ketempat 
Nabi SWA., sedangkan Nabi mempunyai utang kepadaku, kemudian beliau 
membayarku dan menambah padaku.”25 

 

Disamping itu, bolehnya menambah ketika membayar utang melebihi 

besarnya utang yang diterima itu sendiri tidak berarti boleh memberi hadiah 

dan semacamnya sebelum membayar utang, karena pemberian hadiah ini 

bisa jadi yang diinginkan oleh pengutang adalah agar utangnya ditangguhkan 

dengan imbalan hadiah tersebut. Kecuali kalau mereka berdua sudah terbiasa 

                                                 
25 Bukha>ri>, s}ahi>h Bukha>ri> Juz 2, h 713 
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saling memberikan hadiah sebelumnya. Berbeda jika tambahan dalam 

pelunasan utang tersebut mutlak atas dasar keikhlasan dari pihak berutang, 

bukan karena syarat yang ditetapkan kreditur, maka kreditur boleh 

menerimanya karena ini terhitung sebagai h}usnu al-qad}a (membayar utang 

dengan baik). 

b. Kelebihan yang diperjanjikan 

Adapun apabila ada tambahan dalam pembayaran utang yang 

disyaratkan oleh pemberi utang dalam akadnya, maka hal ini menurut 

kesepakatan ulama’ haram hukumnya.26 Dalam hal ini pemberi utang tidak 

boleh menerima kelebihan yang disyaratkan, apapun nama dan bentuk 

tambahan tersebut. Baik dinamakan laba, bunga ataupun hadiah, karena 

utang adalah akad yang berlangsung karena belas kasihan terhadap orang 

yang membutuhkan, dan salah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah. 

Sehingga, jika disyaratkan adanya tambahan didalamnya, atau pemberi utang 

berkeinginan dan bermaksud untuk mendapatkannya, maka hal ini telah 

mengeluarkan utang piutang dari tujuan semula, yakni mendekatkan diri 

kepada Allah dengan menolong orang yang membutuhkan, menjadi sarana 

untuk mencari keuntungan dari orang yang membutuhkan bantuan. Dengan 

demikian hal itu bukan lagi utang piutang.  

Lain halnya jika peminjam memberikan tambahan dari dirinya sendiri 

dan berangkat dari keikhlasannya, bukan karena syarat yang ditetapkan oleh 
                                                 
26 Abdullah, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah...., h 168 
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pemberi utang, maka pemberi utang boleh menerimanya. sebagaimana 

penjelasan pada poin satu di atas. 

3. Pelunasan utang dalam keadaan tidak mampu 

Pemilik harta dalam hal ini adalah kreditur mempunyai wewenang 

untuk menagih utang kepada pihak berutang sampai dibayar apabila sudah 

jatuh tempo, sedangkan pihak berutang berkewajiban mengembalikan 

utangnya pada jangka waktu yang telah disepakati manakala dia mampu 

membayarnya, sebab utang merupakan suatu perjanjian yang harus di tepati. 

Sebagaimana dalam QS. al-Isra’ : 34 

 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاَ

Artinya : ” dan penuhilah janji yang telah dibuat, sebab suatu 

perjanjian itu harus dipertanggungjawabkan.” 27 

 

Namun ketika yang berutang itu ditagih pada waktu jatuh tempo dan 

dia memang tidak mampu membayar utangnya, maka orang yang 

mengutangi dianjurkan untuk bersabar sampai orang yang berutang 

mempunyai kemampuan, artinya memberi tambahan waktu bagi orang yang 

berutang jika tidak mampu membayarnya (pailit) pada saat jatuh tempo 

merupakan suatu kewajiban dalam syari>’at Islam. Alangkah lebih baik lagi 

jika utang tersebut disedekahkan saja baik sebagian atau semua utang bagi 

                                                 
27 M. Said, Tarjamah al-Qur’an…, h 258 
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orang yang memang tidak mampu membayarnya, hal ini sesuai dengan QS. 

al-Baqarah : 280 

 وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌلَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya : ” Jika orang yang mempunyai utang itu sedang dalam 
keadaan krisis, maka hendaklah ditangguhkan pembayarannya. Jika kamu 
rela untuk menyedekahkan utangnya itu, maka itu adalah yang lebih baik 
bagi kamu, kalau kamu mengetahui.”28 

 

Selain ayat di atas, juga terdapat H{adis|| yang menerangkan hal yang 

sama, yakni : 

هِلِّي ظِ فِ االلهُهُلَّظَ، أَهُنْ عَعَضَ وَوْا، أَرًسِعْ مُرَظَنْ أَنْمَ  

Artinya : “ Barang siapa yang memberi tangguh kepada orang yang 
kesusahan atau membebaskannya dari utang, maka Allah akan 
melindunginya dalam naungan-Nya.”29 

 

Disinilah Allah memupuk rasa cinta dan kasih serta kesetiakawanan 

diantara kaum Muslim, sebab memberikan tambahan waktu bagi orang yang 

tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo (pailit) sama halnya 

dengan menghilangkan kesukaran orang yang berutang. 

 

C. Riba 

1. Pengertian Riba 

                                                 
28 ibid, h 44 
29 Muslim, S}ahih} Muslim biSyarah bab H}adis| Ja>bir at-T}awi>l wa qis}s}atu Abi> al-Yasr, h 422 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 24

Riba secara bahasa, memiliki beberapa pengertian, yaitu : 

a. al-Ziya>dah (tambahan), karena salah satu perbuatan riba adalah 

meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. 

b. al-Na>mu ( berkembang, berbunga), karena salah satu perbuatan riba 

adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan 

kepada orang lain. 

c. Berlebihan atau menggelembung.30 

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut pendapat 

Syaikh Muhammad Abduh adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan 

oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, karena 

pengunduran janji pembayaran oleh peminjam pada waktu yang telah 

ditentukan.31 

 

2. Hukum Riba 

Riba hukumnya haram dalam semua agama samawi, karena riba dianggap 

sesuatu yang membahayakan. Pengharaman riba dijelaskan dalam al-Qur’an, 

H}adis| serta ijma’.32 Adapun sebab-sebab diharamkannya riba itu banyak, 

diantaranya adalah : 

a. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya, 

sebagaimana firman Allah QS. Ali ’Imran : 130 

                                                 
30 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h 57 
31 ibid. 
32 Abdullah, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah...., h 106 
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ا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَيَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُو  

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 
riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 
kamu mendapat keberuntungan.” 33 
 
Selain itu, juga terdapat H}adi>s| Nabi yang juga mengharamkan riba : 

اءٌوَ سَمْهُ : الَقَ، وَهِيْدَاهِ شَ، وَهُبَاتِ كَ، وَهُلَ كِؤْ مُا، وَبَ الرِّلَ االله ص م آكِلُوْسُ رَنَعَلَ  

Artinya : “ Rasulullah SWA melaknat orang yang memakan riba, yang 
memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau juga 
bersabda, “ Mereka semua sama.” 34 
 

b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada 

imbangannya. 

c. Dengan melakukan riba, orang akan menjadi malas dalam melakukan 

usaha yang sah menurut syara’. 

d. Riba bisa menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap orang lain 

dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang 

sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong 

orang miskin.35 

3. Macam-macam Riba 

Riba terbagi menjadi dua macam, yaitu : 

                                                 
33 M. Said, Tarjamah al-Qur’an…, h 61 
34 Muslim, S}ahih} Muslim biSyarah} bab La’ana A<kila al-Riba> wa Mu’kilahu, h 207 
35 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h 58-61 
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a. Riba Nasi’ah atau disebut juga riba ja>li, yakni tambahan pada harta 

sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran. Misalnya 

seseorang yang berutang dan belum melunasi utangnya sampai jatuh 

tempo, maka ia terkena penambahan pembayaran dari jumlah yang 

semula sebagai kompensasi penguluran waktu.36 Demikian ini sesuai 

dengan sabda Rasulullah : 

 الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

Artinya : ” Adanya riba itu pada pinjaman (nasi’ah).” 37 

b. Riba Fad}l, yakni menjual sesuatu dengan alat tukar sejenis dengan 

adnya penambahn salah satunya tanpa tenggang waktu. Misalnya 

menjual uang satu riyal dengan dua riyal, atau menjual satu kilo gram 

gandum dengan dua kilo gram gandum.38 Demikian ini sesuai dengan 

H}adi>s| Nabi : 

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ 
رِبًااسْتَزَادَ فَهُوَ   

 
Artinya : ” Emas dengan emas sama beratnya dan sebanding, dan perak 
dengan perak sama berat dan sebanding. Maka barang siapa yang 
menambahkan atau minta tambahan sungguh ia telah berbuat riba.” 39 

 
4. Pengaruh Riba dalam Transaksi 

                                                 
36 Abdullah, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah...., h 109 
37 Muslim, S}ahih} Muslim biSyarah} bab al-T}o’a>m Mis|lan bi Mis|lin, h 205 
38 Abdullah, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah...., h 110 
39 Muslim, S}ahih} Muslim biSyarah} bab al-S}arfu wa Bai’ al-Z|ahab bi al-Waraqi Naqdan, h 199 
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Transaksi yang bercampur dengan riba adalah batal, tidak sah, dan 

tidak boleh diteruskan. Demikian ini berdasarkan pendapat mayoritas fukaha. 

Larangan dalam riba ini menunjukkan haram hukumnya bila dikerjakan.40 

 

 

 

                                                 
40 Abdullah, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah...., h 114 
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BAB III 

PRAKTEK PELUNASAN UTANG SAPI UNTUK PENANAMAN 
TEMBAKAU BERDASARKAN KETENTUAN KREDITUR DI DS. 

SEJATI KEC. CAMPLONG KAB. SAMPANG MADURA 
 

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Desa Sejati adalah merupakan salah satu desa dari 14 Desa yang ada di 

wilayah Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang berbatasan dengan 

Kabupaten Pamekasan. Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten 

Sampang merupakan daerah agraris, dimana hamparan wilayahnya berupa 

tanah pertanian. Tanah pertaniannya mayoritas berupa sawah dan ladang. 

Luas wilayah Desa Sejati secara keseluruhan ± 547.550 hektar dengan 

penggunaan tanah sebagai berikut : 

TABEL III.1 
PENGGUNAAN TANAH 

 
Tanah Sawah Tehnis 75 ha 

Tanah Sawah ½ Tehnis 36 ha 

Tanah Tegalan 373 ha 

Tanah Pekarangan 60 ha 

Tanah Kuburan 3 ha 

Tanah Lain-lain 30 ha 

Total 577 ha 

Sumber Data : Sekretaris Desa 
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Desa Sejati terdiri dari enam (6) Dusun yaitu : Dusun Bunut, Dusun 

Slabayan, Dusun Mandala, Dusun Terrosan, Dusun Gruggak, Dusun 

Lambator. Sedangkan jarak dari pusat pemerintahan yaitu Kecamatan ± 5 km 

serta jarak dengan ibu kota Sampang (Kabupaten) ± 15 km 

Selain itu wilayah Desa Sejati di batasi oleh beberapa Desa, yakni : 

 Batas sebelah selatan : Selat Madura 

 Batas sebelah barat : Desa Dharma Camplong dan Batu Karang 

 Batas sebelah utara : Desa Rabasan dan Palampaan 

 Batas sebelah  timur : Desa Dharma Tanjung dan Kabupaten Pamekasan 

2. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten 

Sampang pada sensus tahun 2008 sebanyak 6.232 jiwa, hal ini bisa diketahui 

dengan cara dilihat berdasarkan jenis kelamin dari tabel di bawah ini: 

TABEL III.2 
JUMLAH PENDUDUK 

(Menurut Jenis Kelamin) 
 

Laki-laki 3070 

Perempuan 3152 

Jumlah 6232 

Sumber Data : Sekretaris Desa 

Dalam mengatur roda pemerintahannya, Kepala Desa Sejati dibantu 

oleh beberapa Kaur dan Kepala Dusun agar terbentuk tatanan kehidupan 
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masyarakat yang tentram dan sejahtera. Adapun struktur organisasi 

pemerintahan Desa Sejati sebagai berikut: 

BAGAN III.1 
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SEJATI 

 

Sumber Data : Sekretaris Desa 
 
 

3. Keadaan Sosial Masyarakat 

a. Sosial Keagamaan 

Penduduk yang mendiami Desa Sejati, mayoritas penduduknya 

memeluk agama Islam, sehingga keadaan sosial keagamaan dalam kehidupan 

sehari-hari sangat berpegang teguh pada ajaran agama Islam atau syari’at 

Kepala Desa 
Nur Hasan, SE 

Sekretaris Desa 
M. Syafidin 

Kaur Pembangunan 
H. Nur Hasan 

Kaur Kesra 
Syafi’i 

Kaur Umum 
Ahmad Siri 

Kepala Dsn. 
Gruggak 
Abdullah 

Kepala Dsn. 
Mandala 

Surat 

Kepala Dsn. 
Lambator 

Sawi 

Kepala Dsn. 
Terrosan 

Della 

Kepala Dsn. 
Slabayan 
Sahimah 

Kaur 
Keuangan 
H. Samsul 

Kepala Dsn. 
Bunot 
Rosidi 

Kaur 
Pemerintahan 
Abd. Karim 
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Islam sebagai agama yang dianutnya. Penerapan terhadap ajaran agama Islam 

sendiri oleh masyarakat Desa Sejati pada umumnya secara tradisi atau turun 

temurun yang diajarkan orang tua kepada anaknya dengan dibantu guru 

agama, sehingga aktivitas yang ada dalam masyarakat setempat sangat 

mencerminkan nilai-nilai Islami. 

Untuk melaksanakan semua kegiatan keagamaan, masyarakat Desa 

Sejati memiliki beberapa sarana peribadatan untuk menambah ketaqwaan 

yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

TABEL III.3 
SARANA PERIBADATAN 

 
Masjid 9

Mushalla 7

Sumber Data : Sekretaris Desa 

 

b. Sosial Pendidikan 

Keadaan sosial pendidikan yang ada di Desa Sejati dari generasi ke 

generasi mengalami kemajuan yang sangat bagus. Hal ini dapat diketahui dari 

banyaknya generasi muda yang mengenyam pendidikan, bahkan ada yang 

sampai menempuh pendidikan sampai diluar daerah dan bahkan sampai 

perguruan tinggi. Tapi sebagian besar generasi tuanya (umumnya) adalah 

petani yang pendidikannya rendah. 
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Selain itu Desa Sejati juga memiliki beberapa sarana (lembaga) 

pendidikan yang bisa dilihat dari tabel di bawah ini: 

TABEL III.4 
SARANA PENDIDIKAN 

 
Sekolah Dasar (SD) 5 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) 4 

Madrasah Tsanawiyah (MTS) 3 

Madrasah Aliyah (MA) 2 

Pondok Pesantren 5 

Sumber Data : Sekretaris Desa 

c. Sosial Ekonomi 

Tingkat ekonomi masyarakat Desa Sejati pada umumnya secara 

keseluruhan bisa dikatakan cukup baik. Meskipun demikian ada beberapa 

warga yang tingkat ekonominya masih dibawah standar. Adapun mata 

pencaharian penduduk setempat sebagian besar bergerak di sektor pertanian 

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

TABEL III.5 
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK 

 
Petani 2927 
Nelayan 813 
Pedagang 325 
Pegawai Negeri 16 
Lain-lain 2151 

Jumlah 6232 
Lain-lain adalah : anak-anak kecil dan pelajar 
Sumber Data : Sekretaris Desa 
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B. Praktek Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan 
Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati 

 
1. Tata Cara Akad 
 

Dalam prakteknya, biasanya transaksi ini dilakukan oleh petani yang 

terdesak oleh kurangnya modal atau sama sekali tidak ada modal untuk 

penanaman tembakau ketika masa tanam tiba. Hal ini bisa dilihat dari tabel 

III.6 di bawah ini: 

TABEL III.6 
ALASAN PETANI BERUTANG SAPI 

 
No. Alasan petani berhutang sapi Frekuensi Persentase (%) 

A tanam tembakau 46 100% 

B kebutuhan sehari-hari − − 

C bayar hutang − − 

Jumlah 46 (N = 46) 100% 

Sumber : Data lapangan yang diolah 

Dari tabel III.6 di atas diketahui bahwa alasan 46 responden petani 

tembakau (100%) berutang sapi adalah untuk mananam tembakau. 

Jika alasan petani berutang sapi untuk menanam tembakau, lain halnya 

dengan alasan kreditur yang mau memberikan utangan sapi kepada petani 

tembakau, yakni adakalanya karena faktor membantu, namun ada juga 

sebagian yang beralasan untuk membantu dan mencari keutungan. Hal ini 

sesuai dengan tabel III.7 di bawah ini: 
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TABEL III.7 
MOTIFASI KREDITUR MEMBERIKAN UTANG SAPI 

No. Motifasi Frekuensi Persentase  
A Membantu 13 35.13 % 
B Mencari keuntungan  − − 
C a & b 24 64.87 % 

Jumlah 37 (N = 37) 100% 

Sumber : Data lapangan yang diolah 

Dari tabel di atas nampak bahwa III.7 kreditur (35.14%) memberi 

alasan untuk membantu dan 24 kreditur (64.86%) memberi alasan untuk 

membantu sekaligus mencari keuntungan. 

 Dengan deskripsi bahwa orang yang berutang meminta bantuan kepada 

yang berpiutang untuk meminjami sapi yang hasil penjualannya digunakan 

sebagai untuk penanaman tembakau. Apabila pemilik sapi yang dimaksud 

mau mengutangkan sapinya dan petani tersebut bersedia mengikuti ketentuan 

pemilik sapi mengenai bentuk pelunasan utang, maka kedua belah pihak 

melanjutkan transaksi utang piutang sapi dirumah pemilik sapi sebagai pihak 

kreditur. 

Transaksi utang piutang sapi yang terjadi di Desa Sejati antara petani 

tembakau selaku pihak yang berhutang dan pemilik sapi selaku pihak kreditur, 

menggunakan perjanjian utang piutang meskipun hanya secara ucapan tanpa 

tertulis diatas hitam dan putih serta tidak ada saksi yang menyaksikan, cukup 

kedua belah pihak saja. Hal ini sesuai dengan tabel III.8 di bawah ini: 

TABEL III.8 
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BENTUK PERJANJIAN 
 

No. Bentuk perjanjian Frekuensi Persentase (%) 

A Ucapan 83 100% 

B Tertulis − − 

C Notaris  − − 

Jumlah 83 (N = 83) 100% 

Sumber : Data lapangan yang diolah 

Dari tabel III.8 di atas menunjukkan bahwa 83 responden (100%) yang 

terdiri dari kreditur dan berutang cukup menggunakan ucapan sebagai bentuk 

perjanjian. 

 Walaupun demikian, setelah terjadinya transaksi tersebut dan 

berhutang sudah kembali kerumahnya sendiri, kedua belah pihak sama-sama 

mencatat dibukunya sendiri mengenai kapan transaksi terjadi, ukuran dan 

umur sapi, waktu pelunasan dan nilai pengembalian sesuai kurun waktu yang 

telah disepakati. Semua ini dilakukan sebagai catatan tersendiri apabila pihak 

yang bersangkutan lupa.41 

Transaksi utang sapi ini terjadi hanya didasarkan oleh rasa 

kepercayaan yang diberikan oleh pihak kreditur selaku pemilik sapi, 

dikarenakan transaksi ini hanya dilakukan dilingkungan Desa Sejati saja, 

sehingga pihak kreditur mengetahui dengan jelas karakter pihak yang 

berutang, baik dari segi sifat, tingkah laku dan lain-lainnya. Sebab bisa 

dipastikan si berutang tidak akan menyimpang dari kesepakatannya, karena 

                                                 
41 Hasil wawancara dari Bapak Dehri, 03 Juli 2009 
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bila hal ini terjadi, maka dia akan merasa sangat malu kepada masyarakat 

Desa Sejati yang telah mengetahui adanya transaksi utang sapi antara kedua 

belah pihak.42 Hal inilah yang membedakan dengan meminta pinjaman di 

bank, yang mana pihak berutang harus mengisi ketentuan-ketentuan yang 

diberikan pihak bank.  

Biasanya transaksi semacam ini terjadi sekitar ± 1 bulan sebelum masa 

tanam tiba, dimana masa tanam sampai panen itu sekitar 4 bulan, yakni sekitar 

bulan Mei sampai bulan September. Hal ini sesuai dengan tabel III.9 di bawah 

ini : 

TABEL III.9 
WAKTU TRANSAKSI UTANG SAPI 

 
No. Waktu transaksi utang sapi Frekuensi Persentase  
A 2 minggu sebelum masa tanam − − 
B 3 minggu sebelum masa tanam − − 
C 4 minggu sebelum masa tanam 46 100% 

Jumlah 46 (N = 46) 100% 

Sumber : Data lapangan yang diolah 

Dari tabel III.9 di atas menunjukkan bahwasannya 46  responden petani 

tembakau (100%) melakukan transaksi utang sapi ini 4 minggu sebelum masa 

tanam tembakau datang. 

Sedangkan untuk sapi yang diutang oleh petani tembakau berkisar 

antara umur 1 tahun dan 2 tahun, hal ini bisa terlihat dari tabel III.10 di bawah 

ini: 

                                                 
42 Hasil wawancara dari Ibu Hj.Zubaidah, 04 Juli 2009 
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TABEL III.10 
UMUR SAPI YANG DIUTANG 

 
No. Umur sapi Frekuensi Persentase  
A 1 tahun 36 78.26 % 
B 2 tahun 10 21.74 % 
C 3 tahun − − 

Jumlah 46 (N = 46) 100% 
Sumber : Data lapangan yang diolah 

Dari table III.10 di atas, diketahui bahwa 36 responden petani tembakau 

(78.87%) berutang sapi yang berumur 1 tahun, dan hanya 10 responden petani 

tembakau (21.13%)  yang berutang sapi umur 2 tahun. 

Adapun jenis sapi yang terdapat di Desa Sejati, hanyalah jenis sapi 

Madura yang berwarna coklat. Jika sapi tersebut berjenis kelamin jantan dan 

memiliki ukuran yang tinggi, besar serta kuat, maka biasanya sapi seperti itu 

digunakan untuk karapan sapi. Dan sapi jantan yang memiliki ukuran standar 

biasanya hanya dipelihara oleh pemiliknya dan dijual jika umurnya sudah di 

atas 2 tahun. Sedangkan untuk sapi betina yang memiliki ukuran yang tinggi 

besar, serta kuat, maka biasanya sapi seperti itu digunakan untuk nanggeleh 

(membajak sawah) karena sapi betina lebih bias dikendalikan daripada sapi 

jantan. Dan sapi betina yang memiliki ukuran yang standar biasanya hanya 

dipelihara oleh pemiliknya dan dijual jika umurnya sudah di atas 2 tahun. Sapi 

yang memiliki ukuran standar inilah yang biasa diutangkan kepada petani 

tembakau.43 

                                                 
43 Hasil wawancara dari Bpk. Muhari, 26 Agustus 2009 
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Untuk sapi yang berumur 1 tahun biasanya memiliki tinggi 1-1.5 m, 

panjang 1.70-1.80 m dan lingkar perut 1.50 m-1.70 m dengan harga jual 

berkisar antara 4-5 juta rupiah, dan untuk sapi yang berumur 2 tahun biasanya 

memiliki tinggi 1.60-1.75 m, panjang 2.10-2.20 m dan lingkar perut 1.80 m-

1.90 m Dengan harga jual berkisar antara 6-7 juta rupiah.44 

Jika kedua belah pihak sepakat terhadap perjanjian utang piutang sapi 

tersebut, termasuk ketentuan yang diberikan kreditur terhadap pihak berutang, 

maka bagi pihak kreditur yang menginginkan utang sapi tersebut 

dikembalikan berupa sapi yang ukuran serta umurnya disesuaikan dengan 

lamanya masa berutang, maka sebelum pihak berutang menerima sapinya dari 

kreditur, terlebih dahulu sapi tersebut di ukur panjangnya, tingginya serta 

lebar perutnya dengan menggunakan tali (tanpar), selain itu juga 

dibandingkan dengan sapi lain yang umur dan ukurannya sama dengan sapi 

yang dijadikan obyek utang tersebut. Dalam hal ini yang melakukan 

pengukuran sapi adalah pihak berutang dengan disaksikan oleh pemilik sapi, 

kemudian masing-masing dari pihak kreditur dan berutang sama-sama 

memegang tali hasil pengukuran sapi tersebut dan menyimpannya.  

Berbeda dengan kreditur yang menginginkan utang sapi tersebut 

dikembalikan dalam bentuk uang, maka kedua belah pihak tidak perlu 

mengukur panjang sapi, tinggi serta lebar perutnya dengan menggunakan tali 

(tanpar), selain itu keduanya juga tidak perlu membandingkan sapi tersebut 
                                                 
44 Hasil wawancara dari Bpk. Taufik, 14 Juli 2009 
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dengan sapi yang lain, karena jumlah uang pengembalian utang sapi tersebut 

telah ditentukan sejak awal oleh kreditur. Dalam menentukan nominal uang 

yang harus dikembalikan oleh berhutang biasanya pihak kreditur berpedoman 

pada perkiraan harga pasar bila sapi itu dijual pada saat berlangsungya akad 

dengan tambahan ± 25% diatas perkiraan harga sapi tersebut. Hal ini bisa 

terlihat dari tabel III.11 dan III.12 di bawah ini : 

TABEL III.11 
CARA MENENTUKAN NOMINAL PELUNASAN 

 
No. Cara menentukan nominal Frekuensi Persentase  

A melihat ukuran sapi − − 

B perkiraan harga pasar 37 100% 

C a & b − − 

Jumlah 37 (N = 37) 100% 

Sumber : Data lapangan yang diolah 

Dari tabel III.11 di atas, dapat diketahui bahwa 37 kreditur (100%) 

dalam menentukan nominal uang yang harus dikembalikan oleh pihak 

berutang berpedoman pada perkiraan harga pasar bila sapi itu dijual pada saat 

berlangsungya akad. 

 

TABEL III.12 
JUMLAH TAMBAHAN DIATAS HARGA PASAR 

No. Jumlah Tambahan Frekuensi Persentase  

A ± 20 % − − 

B ± 25 % 37 100% 

C ± 30 % − − 
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Jumlah 37 (N = 37) 100% 

Sumber : Data lapangan yang diolah 

Dari tabel III.12 di atas, dapat diketahui bahwa 37 orang kreditur (100 

%) memberikan tambahan 25 % diatas perkiraan harga pasar bila sapi itu 

dijual pada saat berlangsungya akad.  

Jika sapi yang diutangkan berumur 1 tahun dan jika dijual diperkirakan  

terjual 4 juta rupiah, maka kreditur akan menambah sekitar ± 25% diatas 

perkiraan harga jual dan menetapkan utang sapi tersebut dikembalikan dengan 

uang sejumlah 5 juta dalam waktu 4 bulan, dan jika sapi yang diutangkan 

berumur 2 tahun dan jika dijual diperkirakan  terjual 6 juta rupiah, maka 

kreditur menetapkan utang sapi tersebut dikembalikan dengan uang sejumlah 

7,5 juta dalam waktu 5 bulan.  

Setelah kata sepakat tercapai oleh kreditur sebagai pemilik sapi dan 

petani sebagai berutang, mengenai waktu pelunasan serta bentuk pelunasan 

utang sapi baik berupa uang maupun sapi, maka keduanya mengadakan ijab 

qabu>l sebagai akhir terjadinya transaksi. Ija>b sendiri merupakan suatu 

pernyataan kehendak yang pertama muncul dari pemilik sapi sebagai kreditur 

untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak 

tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud dimana 

bila penawaran itu diterima oleh pihak lain terjadilah akad.  

Sedangkan qabu>l adalah pernyataan kehendak dari petani selaku 

pihak berutang yang menyetujui ija>b dan yang dengannya tercipta suatu 
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akad. Tujuan dari adanya ija>b dan qabu>l ini adalah untuk memgikat kedua 

belah pihak terhadap akad perjanjian yang diinginkan bersama.  

Bila ija>b dan qabu>l ini tidak terlaksana, maka transaksi utang sapi 

ini tidak sah hukumnya. 

Ija>b dan qabu>l terhadap transaksi ini dilakukan secara lisan diantara 

kedua belah pihak, contohnya ijab dari pihak kreditur ” saya mengutangi sapi 

ini dengan pengembalian berupa sapi kepada anda” kemudian disertai qabu>l 

dari pihak yang berutang ” saya terima sapi ini beserta ketentuannya”.  

Setelah ija>b qabu>l selesai diucapkan, maka pihak kreditur langsung 

menyerahkan sapinya dan pihak berutang bisa membawa pulang sapi tersebut. 

Selanjutnya pihak berutang harus memenuhi kewajibannya untuk membayar 

hutangnya kepada kreditur pada waktu yang telah disepakati. 

Setelah pihak kreditur menyerahkan sapinya kepada berutang, 

kemudiuan pihak berutang membawa sapi tersebut untuk selanjutnya dijual 

kepada seorang dhegeng45 bila harga yang diberikan dhegeng sesuai, namun 

bila harga jual yang diberikan dhegeng tersebut tidak sesuai, maka pihak 

berutang menjual sapi tersebut ke pasar. Hasil penjualan inilah yang 

kemudian dijadikan modal untuk penanaman tembakau. Akan tetapi pada 

kenyataannya biasanya harga jual sapi tersebut relatif lebih rendah dari 

                                                 
45 Dhegeng adalah pedagang yang biasa mendatangi pemilik barang dan bertransaksi jual beli ditempat 
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jumlah uang yang ditetapkan oleh kreditur.46 Hal ini bisa terlihat dari tabel 

III.13 di bawah ini : 

TABEL III.13 
YANG DILAKUKAN PETANI SETELAH SAPI DITERIMA 

 
No. Yang dilakukan Frekuensi Persentase (%) 
A Menjual ke pasar 18 39.13 % 
B Menjual ke pedagang 28 60.87 % 
C Menjual ke tetangga − − 
D  Dipelihara  − − 

Jumlah 46 (N = 46) 100% 
Sumber : Data lapangan yang diolah 

Dari tabel III.13 di atas, diketahui bahwa 60.57% atau 28 orang petani 

tembakau menjual sapinya ke pedagang, dan hanya 39.43% atau 18 orang 

yang menjual sapinya ke pasar. 

Dari kedua cara penjualan sapi di atas, biasanya petani tembakau yang 

melakukan transaksi utang sapi ini, cukup menjualnya kepada seorang 

dhegeng yang memang sengaja didatangkan ke lokasi oleh pihak berutang. 

Hal ini untuk mempermudah jalannya penjualan sapi oleh pihak berutang 

sekaligus untuk menghemat biaya pengeluaran jika dibandingkan harus 

menjual sapi tersebut ke pasar.  

2. Tata Cara Pelunasan  

Dalam hal pelunasan utang sapi ini ada dua cara yang digunakan oleh 

pemilik sapi (kreditur), yakni adakalanya pemilik sapi (kreditur) 

menginginkan utang sapi tersebut dikembalikan dengan sapi yang ukuran 

                                                 
46 Hasil wawancara dari Bpk. Khobir, 14 Juli 2009 
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serta umurnya disesuaikan dengan lamanya masa berutang, tapi adakalanya 

pihak kreditur menginginkan utang sapi tersebut dikembalikan dengan uang 

yang nilainya ditentukan langsung oleh kreditur dalam tempo yang disepakati. 

Hal ini bisa dilihat dari tabel III.14 di bawah ini: 

TABEL III.14 
      PENGEMBALIAN UTANG SAPI  DENGAN CARA 
 

No.  pengembalian utang sapi Frekuensi Persentase  
A Sapi 11 29.73% 
B Uang 26 70.27% 
C Nilai jual − − 

Jumlah 37 (N = 37) 100% 

Sumber : Data lapangan yang diolah 

Dari tabel III.14 di atas menunjukkan bahwa 26 kreditur (70.27%) 

menentukan utang sapi dikembalikan dengan uang dan 11 kreditur (29.73%) 

memberi ketentuan utang sapi dikembalikan dengan sapi. 

Bagi kreditur yang menginginkan utang sapi tersebut dikembalikan 

dengan sapi yang ukuran serta umurnya disesuaikan dengan lamanya masa 

berutang. Oleh karena itu, petani yang berutang harus mengembalikan utang 

sapinya sesuai ketentuan yang diinginkan oleh kreditur dengan cara melihat 

sapi lain yang menjadi bandingan sapi yang dijadikan obyek utang pada saat 

transaksi sebelumnya, dan mengukur panjang, tinggi serta lebar perutnya 

dengan menggunkan tali yang dipakai mengukur sapi pada waktu transaksi 

terdahaulu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah petani yang hendak 

membeli sapi sebagai pembayaran utangnya, sebab kalau tali yang dipakai 
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mengukur sapi pada waktu transaksi terdahaulu itu lebih pendek, maka ukuran 

sapi yang dijadikan bandingan tersebut yang dipakai. Selanjutnya petani 

tersebut ditemani pihak kreditur pergi kepasar untuk membeli sapi yang umur 

serta ukurannya sesuai dengan sapi yang dijadikan bandingan tadi. 

Lain halnya jika dalam transaksi utang sapi sebelumnya kedua belah 

pihak tidak dapat menemukan sapi lain yang bisa dijadikan bandingannya, 

maka ketika jatuh tempo tiba pihak berutang dan pihak kreditur bisa datang 

langsung kepasar dan mencari sapi yang umurnya sesuai dengan kesepakatan 

sebelumnya, selanjutnya sapi tersebut diukur panjang, tinggi serta lebar 

perutnya dengan tali yang dijadikan ukuran sapi yang dijadikan obyak utang 

sebelumnya. Tentunya bila umurnya bertambah maka ukuran sapi itu juga 

bertambah. 

Berbeda halnya dengan kreditur yang menginginkan utang sapi tersebut 

dikembalikan dalam bentuk uang, maka saat jatuh tempo pihak berutang 

cukup membayarnya dengan sejumlah uang yang sesuai dengan kesepakatan 

sebelumnya, yakni bila sapi yang dihutangkan tersebut berumur 1 tahun 

dengan perkiraan harga jual 4 juta rupiah, maka kreditur menetapkan kepada 

berutang bahwa utang sapi tersebut harus dikembalikan dengan uang sejumlah 

5 juta rupiah dalam waktu 4 bulan meskipun sapi tersebut hanya terjual 

seharga 4 juta rupiah. 

Sedangkan untuk lamanya masa berutang sapi di desa Sejati, jangka 

waktu pelunasan utang sapi yang telah disepakati oleh petani selaku pihak 
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berutang dan pemilik sapi sebagai pihak kreditur biasanya terjadi setelah masa 

panen. Dalam artian jangka waktu pelunasan berkisar antara empat (4) bulan 

sampai lima (5) bulan, biasanya ini terjadi sekitar bulan Mei sampai bulan 

September dimana dalam masa itulah petani memulai masa tanam tembakau 

sampai masa panennya.   

Diambilnya jangka waktu di atas oleh pihak kreditur, sebab dalam masa 

seperti itu biasanya petani sudah memanen tembakaunya, dan jika sudah 

panen berarti petani yang berutang sudah diperkirakan mampu membayar 

utangnya. Berdasarkan tabel III.15 di bawah ini: 

TABEL III.15 
WAKTU PELUNASAN YANG DIBERIKAN OLEH KREDITUR 

 
No. Lama waktu yang diberikan Frekuensi Persentase (%) 
A 4 bulan  14 37.84 % 
B 5 bulan 23 62.16 % 
C 6 bulan − − 

Jumlah 37 (N = 37) 100 % 

Sumber : Data lapangan yang diolah 

Dari tabel III.15 di atas, di ketahui bahwa 14 orang kreditur (37.84 %) 

memberikan tenggang waktu 4 bulan kepada berutang untuk melunasi 

utangnya, dan 23 orang kreditur (62.16 %) memberikan tenggang waktu 

selama 5 bulan kepada berutang. 

Apabila saat jatuh tempo pihak berutang tidak mampu melaksanakan 

kewajibannya membayar utang disebabkan tembakau yang ditanamnya hancur 

karena adanya hujan deras yang terus menerus turun, sehingga menyebabkan 
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sawahnya banjir, selain karena faktor tersebut adakalanya juga disebabkan 

banyaknya hama ulat yang menyebakan daun-daun tembakau rusak sehingga 

tidak laku terjua, atau juga karena memang harga jual tembakau sedang 

terpuruk. Seperti pada tabel III.16 di bawah ini : 

TABEL III.16 
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GAGAL PANEN 

 
No. Penyebab gagal panen Frekuensi Persentase (%) 

A Tembakau dimakan hama ulat 17 36.95 % 

B Hujan deras 21 45.65 % 

C Anjloknya harga jual tembakau 8 17.40 % 

Jumlah 46 (N = 46) 100 % 

Sumber : Data lapangan yang diolah 

Dari tabel III.16 di atas, diketahui bahwa 17 petani berutang (36.95%) 

mengalami gagal panen disebabkan tanaman tembakaunya diserang hama 

ulat, sedangkan 21 petani berutang (45.65 %) mengalami gagal panen 

disebabkan area tanaman tembakaunya banjir karena hujan deras, dan hanya 8 

petani berutang (17.40 %) yang mengalami gagal panen disebabkan anjloknya 

harga jual tembakau. 

Dari beberapa faktor diatas itulah yang menyebabkan petani tembakau 

gagal panen dan merugi padahal utang sapi tetap harus dia bayar penuh sesuai 

kesepakatan sebelumnya pada waktu yang telah ditentukan meskipun 

panennya gagal. Maka satu-satunya jalan adalah pihak berutang tersebut 
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mendatangi kreditur untuk meminta tambahan waktu pembayarannya.47 

Dalam hal ini pihak kreditur menyetujui permintaan berutang dan 

memberikan tambahan waktu kepada pihak berutang sekitar 1-2 bulan. Sesuai 

tabel III.17 di bawah ini : 

TABEL III.17 
TAMBAHAN WAKTU PELUNASAN UTANG SAPI 

 
No. Tambahan waktu Frekuensi Persentase (%) 

A 1 bulan  22 59.46% 

B 2 bulan 15 40.54% 

C 3 bulan − − 

Jumlah 37 (N = 37) 100% 

Sumber : Data lapangan yang diolah 

Dari tabel III.17 di atas, diketahui bahwa 22 kreditur (59.46 %) 

memberikan tambahan waktu selama 1 bulan kepada berutang yang tidak 

mampu membayar saat jatuh tempo, dan 15 kreditur (40.54 %) memberikan 

tambahan waktu selama 2 bulan kepada berutang yang tidak mampu 

membayar saat jatuh tempo. 

Dengan adanya tambahan waktu tersebut, tentunya pihak kreditur juga 

menambahkan 5% dari jumlah uang yang harus kembalikan pihak berutang. 

Hal ini berdasarkan tabel III.18 di bawah ini: 

TABEL III.18 
TAMBAHAN JUMLAH PENGEMBALIAN 

 
No. Tambahan pengembalian Frekuensi Persentase  

                                                 
47 Hasil wawancara dari Bpk. Ruhah, 14 Juli 2009 
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A 3% − − 
B 4% − − 
C 5% 37 100% 

Jumlah 37 (N = 37) 100% 

Sumber : Data lapangan yang diolah 

 Dari tabel III.18 di atas, dapat diketahui bahwasannya jika kreditur 

bersedia memberi tambahan waktu pelunasan, maka 37 orang kreditur (100%) 

tersebut juga memberi tambahan 5% dari jumlah uang yang harus 

dikembalikan oleh pihak berhutang. Jadi 5 juta + 5 % = 5.250.000.00. 

Adanya tambahan nominal uang tersebut, menurut sebagian kreditur 

digunakan sebagai ganti rugi atas terlambatnya masa pelunasan, sebab jika 

sapi tersebut dijual pada waktu yang akan datang otomatis harga jualnya juga 

akan naik, dan sebagian kreditur lainnya mengatakan tambahan nominal 

tersebut selain digunakan sebagai ganti rugi juga digunakan untuk tambahan 

keuntungan. Hal ini sesuai dengan tabel III.19 di bawah ini: 

 

TABEL III.19 
ALASAN ADANYA TAMBAHAN PENGEMBALIAN 

 
No. Alasan tambahan pengembalian Frekuensi Persentase  

A ganti rugi 27 72.97% 

B tambahan keuntungan − − 

C a & b 10 27.03% 

Jumlah 37 (N = 37) 100% 

Sumber : Data lapangan yang diolah 
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 Dari tabel III.19 di atas, 27 kreditur (72.97%) menggunakan alasan 

ganti rugi, sedangkan 27.03% atau 10 orang kreditur beralasan untuk ganti 

rugi dan tambahan keuntungan. 

Sedangkan untuk pelunasan yang berupa sapi, pihak berutang cukup 

mendatangi kreditur dan meminta tambahan waktu pelunasan, dan biasanya 

kreditur juga memberikan tambahan waktu dengan ketentuan bahwa sapi yang 

dikembalikan berupa sapi yang ukuran serta umurnya sesuai dengan lamanya 

masa berutang. 48 

                                                 
48 Hasil wawancara dari Bpk. Muzakki, 03 Juli 2009 
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BAB IV 
 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG 

SAPI UNTUK PENANAMAN TEMBAKAU 

 

1. Sagi Akadnya 

Dalam praktek utang sapi yang terjadi di Desa Sejati, tidak terlepas dari 

motif (latar belakang) yang melingkupi kedua belah pihak, yakni pemilik sapi 

pihak kreditur dan petani tembakau selaku pihak berutang. Motif pihak kreditur 

yang memberikan utang sapi kepada berutang atas dasar membantu adalah hal 

yang sangat dianjurkan oleh syari>’at agama Islam. Sedangkan bagi kreditur yang 

memberikan utang sapi atas dasar membantu sekaligus mencari keuntungan. 

Pandangan tersebut di picu karena sebagian dari kreditur ini beranggapan bahwa 

membantu berutang bukan berarti membuat diri sendiri rugi, mencari keuntungan 

adalah menghindari adanya kerugian yang juga merupakan hal penting disamping 

membantu berutang. Padahal Islam sendiri melarang pihak kreditur mempunyai 

tendensi keuntungan pribadi dari aktifitas utang piutang, sebab utang piutang 

merupakan pemberian murni yang hanya bertendensi membantu dan meringankan 

beban berutang.  

Selain itu, motif petani tembakau berutang sapi untuk mananam tembakau 

adalah sama kedudukannya dengan usaha perdagangan, yang mana hal itu   

termasuk aktifitas  ekonomi yang  notabene bertujuan untuk mencari keuntungan 
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hal ini tidak ada larangan dalam Islam selama upaya mencari keuntungan tersebut 

tidak bertentangan dengan hukum syara’. 

Adapun mengenai bentuk akad utang sapi yang terjadi di Desa Sejati yang 

dilaksanakan secara lisan atau ucapan tanpa tertulis diatas hitam dan putih pada 

saat akad berlangsung, akan tetapi setelah berakhirnya akad dan berutang sudah 

kembali kerumahnya sendiri, kedua belah pihak sama-sama mencatat dibukunya 

sendiri mengenai kapan transaksi terjadi, ukuran dan umur sapi, waktu pelunasan 

dan nilai pengembalian sesuai kurun waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini 

terdapat kesenjangan antara teori hukum Islam dengan praktek yang ada di Desa 

Sejati, yakni dalam QS. al-Baqarah : 282 yang menurut hemat penulis adalah 

wajib hukumnya semua perjanjian muamalah ditulis dengan tujuan untuk 

menghindari adanya perselisihan dikemudian hari diantara pihak kreditur dan 

pihak berutang, pendapat ini didasari pada pendapat At}a’, Sya’bi dan lain-lain, 

yang mengatakan wajib menulis perjanjian yang ditangguhkan pembayarannya, 

karena demikian menurut z}ahir H}adis|.49 Sekalipun adanya catatan yang 

dimiliki oleh kedua belah pihak ditulis setelah kedua belah tidak berada dalam 

satu majelis, akan tetapi catatan tersebut ditulis berdasarkan rasa kepercayaan dari 

keduanya, sehingga dapat dipastikan tidak ada penyimpangan dari kesepakatan 

semula mengenai segala hal yang terkait dalam akad, dan catatan tersebut bisa 

dijadikan sebagai alat bukti yang mengingatkan salah satu diantara keduanya jika 

49 Abdul Halim Hasan, Tafsir al-Ahkam, h 169 
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salah satu pihak dikhawatirkan ada yang lupa atau khilaf terhadap perjanjian 

utang yang telah disepakatinya. 

Selain itu akad utang piutang sapi yang terjadi di Desa juga tidak 

menggunakan saksi. Sebab yang mendasari terjadinya akad utang sapi antara 

kreditur dan berutang adalah adanya rasa kepercayaan antara petani tembakau 

selaku pihak berutang dan pemilik sapi selaku pihak kreditur. Menurut hemat 

penulis, dalam hal ini tidak terdapat kesenjangan antara teori hukum Islam yang 

ada dalam QS. al-Baqarah : 282 dengan praktek yang ada di Desa Sejati, dimana 

dalam ayat tersebut diwajibkan untuk menggunakan saksi dalam sebuah 

perjanjian agar bisa menguatkan hal-hal tertentu dalam suatu perjanjian yang 

disepakati, hal ini diperkuat dengan pendapat Abu Musa al-Asy’ari, Ibnu Umar, 

D}ahaq, Atha’, Said bin Musayyab, Jabir bin Zaid, Mujahid dan Dawud Zahiri 

yang mengatakan wajib menggunakan saksi dalam utang piutang.50 Karena 

adanya kesenjangan inilah yang menjadikan akad yang terjadi di Desa Sejati tidak 

sempurna akadnya, sebab dokumen tertulis hanya bersifat sekunder atau sekedar 

pendukung saja, terlebih lagi catatan kedua belah pihak ditulis ketika keduanya 

sudah tidak dalam satu majelis. 

Akad yang tidak sempurna, sebagaimana tidak adanya saksi bukan berarti 

akad tersebut batal, sebab menurut kebanyakan fukaha suatu akad bisa disebut 

sah manakala telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Setelah akad selesai 

dilakukan, ia mempunyau akibat-akibat hukum. Akad baru dikatakan tidak sah 

50 Ibid, h 172 
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atau batal manakala tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. 

Sementara yang terjadi di Desa Sejati, adanya saksi bukanlah suatu syarat 

terjadinya akad sekalipun dalam hukum Islam saksi adalah perkara wajib. Sebab 

akad tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan antara pihak kreditur dan 

berutang, dan yang demikian ini merupakan suatu kebiasaan yang terjadi di Ds. 

Sejati manakala melakukan transaksi utang piutang. 

Kepercayaan memang merupakan predikat khusus yang diberikan oleh 

seseorang kepada orang lain dikarenakan orang tersebut dinilai mampu 

menunaikan amanat yang diberikan orang lain kepadanya. Kepercayaan 

didasarkan pada pengenalan karakter terhadap pihak berutang baik dari segi 

sifat, tingkah laku dan lain-lainnya. Akan tetapi jika sebuah kepercayaan 

dijadikan dasar utama sebuah perjanjian tanpa adanya saksi yang didatangkan, 

hal ini sangat tidak relevan dengan syari’at hukum Islam. 

Dari segi ‘aqidain, praktek pelunasan utang sapi untuk penanaman 

tembakau berdasarkan ketentuan kreditur di Desa Sejati sudah sesuai dengan 

aturan Islam. Dimana perjanjian utang sapi tersebut dilakukan oleh petani 

tembakau selaku pihak berutang dan pemilik sapi sebagai pihak kreditur yang 

telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu telah 

dewasa, berakal sehat, dan berbuat dengan sendirinya tanpa paksaan51. Sebab 

ketentuan yang diberikan pihak kreditur mengenai bentuk pelunasan diberikan 

51 Abdullah, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah...., h 160 
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sebelum terjadinya akad, jadi sama sekali tidak ditemukan adanya unsur paksaan 

dalam akad tersebut. 

Sedangkan dari segi Ma’qud ‘alaih yakni objek atau barang yang 

diutangkan, yakni berupa hewan sebagaimana yang terjadi di Desa Sejati yang 

menggunakan sapi sebagai obyek utang, menurut hemat penulis adalah mubah 

hukumnya. Sebab antara pihak kreditur dan berutang sama-sama tahu ukuran 

dan keadaan hewan secara garis besarnya, sehingga adanya sedikit kelebihan 

tidaklah menjadikannya hal yang terlarang. Hal ini mengacu pada pendapat 

ulama’ Syafi’iyyah yang mengatakan bahwa mengutangkan harta yang ada 

padanannya, bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara 

salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh 

diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta tersebut 

berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya, adalah mubah hukumnya. Hal ini 

didasarkan pada H{adis| yang diriwayatkan Abi Rafi‘  bahwa Rasulullah pernah 

meminjan onta yang kemudian dibayarnya dengan onta yang lebih baik, 

sebagaimana penjelasan bab sebelumnya.  

Adapun mengenai utang sapi yang dikembalikan dengan sapi, yang diukur 

panjangnya, tingginya serta lebar perutnya dengan menggunakan tali (tanpar), 

selain itu juga dibandingkan dengan sapi lain yang umur dan ukurannya sama 

dengan sapi yang dijadikan obyek utang tersebut bukanlah hal yang dilarang oleh 

syari’at agama Islam. Hal ini dikarenakan obyek utang yang berupa sapi memang 

merupakan obyek utang yang tidak bisa ditakar dan ditimbang, oleh sebab itu 
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maka digunakan ukuran nilai pada saat dimana standar sama itu tidak bisa 

dilakukan. Penggunaan nilai inilah yang bisa menjadi jaminan di saat transaksi 

utang piutang terjadi yang mana hal tersebut bertujuan agar dapat dijelaskan sifat-

sifat dan nilai sapi tersebut meskipun sapi tersebut merupakan sesuatu yang 

berubah-ubah harganya. Hal ini mengacu pada pendapat ulama’ Syafi’iyyah yang 

mengatakan bahwa boleh menjadikan hewan sebagai obyek utang, meskipun 

hewan itu tidak bisa ditimbang atau ditakar asal bisa diketahui sifat-sifat dan 

nilainya.52 

Sedangkan cara kreditur dalam menentukan nominal pelunasan utang sapi 

dengan melihat perkiraan harga pasar dengan tambahan sekitar ± 25% di atas 

perkiraan harga pasar dalam jangka waktu yang telah disepakati, menurut hemat 

penulis adalah bukanlah hal yang dilarang dan bukan termasuk riba, sebab dibalik 

ketentuan seperti itu pihak kreditur mempunyai alasan bahwa tambahan ± 25% di 

atas perkiraan harga pasar dilatarbelakangi atas perkiraan jika sapi tersebut dijual 

pada waktu yang akan datang (jangka waktu pelunasan 4-5 bulan), maka harga 

jual sapi tersebut juga diperkirakan akan naik sekitar ± 25%. 

Adapun mengenai ija>b qabu>l yang dilakukan diantara pihak berutang 

dan pihak kreditur secara ucapan sudah sesuai dengan hukum yang telah diatur 

dalam agam Islam. Ija>b qabu>l yang demikian memperjelas transaksi yang 

52 Abdullah, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah...., h 163 
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sedang terjadi, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pihak berutang 

dan kreditur mengerti dengan jelas transaksi yang terjadi.  

Ija>b qabu>l yang terjadi pada Praktek pelunasan utang sapi untuk 

penanaman tembakau berdasarkan ketentuan kreditur di Desa Sejati 

dilakasanakan di rumah pemilik sapi (kreditur) dan pada waktu praktek utang 

piutang berlangsung dan diucapkan secara langsung tanpa ada selang waktu 

antara ija>b yang diucapkan pemilik sapi selaku kreditur dengan qabu>l dari 

petani tembakau selaku berutang. 

Dari uraian mengenai ija>b qabu>l yang dilaksanakan secara lisan adalah 

tata cara ija>b qabu>l yang disyari’atkan oleh hukum Islam, sedangkan 

mengenai waktu dan tempat ija>b qabu>l boleh dilakukan dimana saja yang 

penting kedua belah pihak mau menerima dan memungkinkan untuk 

diberlakukan perjanjian itu.  

Jadi dari beberapa uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

menurut hukum Islam tata cara akad pada praktek pelunasan utang sapi untuk 

penanaman tembakau berdasarkan ketentuan kreditur di Desa Sejati adalah tidak 

sempurna akadnya, sebab sekalipun dari semua unsur tidak bertentangan dengan 

teori hukum Islam, akan tetapi dalam hal persaksian terdapat kesenjangan 

dengan teori hukum Islam, hal inilah yang menyebabkan akad yang terjadi di 

Desa Sejati tidak sempurna. 

2. Sagi Pelunasannya 
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Dalam hal pelunasan utang sapi oleh petani tembakau di Desa Sejati, 

pemilik sapi (kreditur) adakalanya meminta petani mengembalikan sapi tersebut 

dalam bentuk uang yang jumlahnya ditentukan secara langsung oleh kreditur, atau 

ada juga kreditur yang yang menginginkan pelunasan utang sapi tersebut berupa 

sapi yang ukuran serta umurnya disesuaikan dengan lamanya masa berutang 

sesuai jangka waktu yang telah disepakati. 

Dalam masalah pelunasan utang dengan obyek hewan, yang mana pihak 

berutang harus mengembalikan sapi tersebut dengan sapi yang umur dan 

ukurannya sesuai lamanya masa berutang, adalah hal yang mubah. Sebab jika 

seandainya sapi tersebut tidak diutang oleh pihak berutang selama masa berutang 

(4-5 bulan), maka umur dan ukuran sapi tersebut juga akan bertambah dalam 

waktu 4-5 bulan kedepan, selain itu membandingkan sapi yang dijadikan obyek 

utang tersebut dengan sapi yang seukuran bertujuan untuk memudahkan pihak 

berutang dalam mengembalikan utang sapinya.  

Adapun mengenai ukuran sapi yang bertambah ketika berutang 

mengembalikan utang sapi tersebut, hal ini adalah wajar mengingat dengan 

lamanya dia berutang otomatis umur sapi tersebut akan bertambah, dan 

ukurannyapun juga akan bertambah. 

Sedangkan bagi kreditur yang menginginkan utang sapi tersebut 

dikembalikan dalam bentuk uang yang jumlahnya ditentukan secara langsung 

oleh kreditur. Hal ini jelas diharamkan dalam Islam, sebab bentuk pelunasan 

utang sapi tersebut yang tidak sama, yakni obyek utang yang diterima pihak 
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berutang berupa sapi berumur 1 tahun, akan tetapi pihak berutang diharuskan 

mengembalikan utang sapi tersebut dengan uang sejumlah 5 juta rupiah dalam 

waktu 4 bulan, hal ini sama halnya dengan mengadakan transaksi jual beli 

dengan barang yang tidak sejenis secara tidak langsung, hal ini bisa disamakan 

dengan larangan pembayaran utang dengan barang yang tidak sejenis, misalnya 

perak dibayar dengan emas, atau sebaliknya. Dan praktek semacam ini haram 

hukumnya berdasarkan H{adis| Rasulullah sebagaimana penjelasan bab 

sebelumnya.  

Dikecualikan dalam hal ini adalah jika penyerahan barang yang tidak sama 

tersebut dilakukan secara langsung dan dengan nilai yang sama, maka hal ini 

adalah mubah atau boleh dilakukan. 

Akad utang sapi yang terjadi di Desa Sejati yang berhubungan adanya 

penentuan waktu pelunasan yang berkisar antara 4-5 bulan, adalah hal yang 

sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana dalam  QS. al-Baqarah : 282 

yang menganjurkan agar dalam setiap transaksi utang piutang ditentukan 

waktunya, sebab diberikannya waktu 4-5 bulan tersebut adalah waktu dimana 

petani tembakau panen, sehingga hal ini bisa sangat memudahkan berutang dalam 

melunasi utangnya. 

Membayar utang merupakan perintah yang bermakna wajib, yakni 

membayar utang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan tidak boleh tidak, 

hal ini berdasarkan QS. al-Isra’ : 34. 
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Apabila saat jatuh tempo pihak berutang tidak mampu melaksanakan 

kewajibannya membayar utang karena panennya gagal yang disebabkan tanaman 

tembakaunya diserang hama ulat, area tanaman tembakaunya banjir karena hujan 

deras, atau karena anjloknya harga jual tembakau. 

Inilah yang menyebabkan petani tembakau gagal panen dan merugi 

padahal utang sapi tetap harus dia bayar penuh sesuai kesepakatan sebelumnya 

meskipun panennya gagal, maka satu-satunya jalan adalah pihak berutang 

tersebut mendatangi kreditur untuk meminta tambahan waktu pembayarannya.53 

Dalam hal ini pihak kreditur menyetujui permintaan berutang dan memberikan 

tambahan waktu kepada pihak berutang sekitar 1-2 bulan, tentunya dengan 

tambahan nominal 5% dari jumlah uang yang harus dia kembalikan. Hal ini jelas 

bertentangan dengan syari’at hukum Islam, sebab meskipun kreditur 

memberikan perpanjangan waktu pelunasan, akan tetapi disitu terdapat 

penyimpangan dengan hukum Islam dimana jika ada tambahan dalam 

pembayaran utang yang disyaratkan oleh pemberi utang dalam akadnya, maka 

hal ini menurut kesepakatan ulama’ haram hukumnya. Sebab yang demikian ini 

mengarah pada riba nasi’ah yang memang jelas keharamannya.54  

Lain halnya jika dalam pelunasan utang tersebut ada tambahan atau 

pengembalian lebih yang mana hal itu murni karena faktor keikhlasan atau 

kerelaan dari pihak berutang tanpa ada syarat sebelumnya, maka hal ini boleh 

53 Hasil wawancara dari Bpk. Ruhah, 14 Juli 2009 
54 Abdullah, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah...., h 168 
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dilakukan dan merupakan bentuk h}usnu al-qad}a’ (membayar utang dengan 

baik). Sebagaimana H{adis| yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 

Selain itu juga terdapat kesenjangan antara hukum Islam dengan akad 

diatas, dimana jika pihak berutang tidak mampu membayar utangnya karena 

gagal panen, maka wajib bagi orang yang memberi utang itu memberi tambahan 

waktu bagi orang yang berutang jika tidak mampu membayarnya pada saat jatuh 

tempo, tanpa adanya tendensi mencari keuntungan dibalik kesusahan orang yang 

pailit. Alangkah lebih baik lagi jika utang tersebut disedekahkan saja baik 

sebagian atau semua utang bagi orang yang memang tidak mampu 

membayarnya, Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah : 280 dan 

H{adis| Nabi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Disinilah Allah 

memupuk rasa cinta dan kasih serta kesetiakawanan diantara kaum Muslim, 

bukan malah menambah beban pihak berutang dengan adanya tambahan 5% dari 

jumlah uang yang harus dibayar, meskipun dengan dalih sebagai ganti rugi atas 

keterlambatannya membayar utang. 

Sedangkan untuk pelunasan yang berupa sapi, pihak berutang cukup 

mendatangi kreditur dan meminta tambahan waktu pelunasan, dan biasanya 

kreditur juga meberikan tambahan waktu dengan ketentuan bahwa sapi yang 

dikembalikan harus sapi yang ukuran serta umurnya sesuai dengan lamanya 

masa berutang, dalam hal ini tidak ada indikasi yang terlarang dengan hukum 

Islam, sebab pihak kreditur hanya memberi ketentuan bahwa sapi yang 

dikembalikan harus sapi yang ukuran serta umurnya sesuai dengan lamanya 
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masa berutang, menurut hemat penulis hal ini adalah mubah atau boleh 

dilakukan mengingat sifat hewan (sapi) yang bisa tumbuh dan berkembang 

seiring berjalannya waktu. 

Dari penjelasan di atas, dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa utang sapi 

yang harus dikembalikan dengan sapi adalah mubah hukumnya atau boleh 

dilakukan. Sedangkan untuk utang sapi yang harus dikembalikan dengan 

sejumlah uang, adalah haram hukumnya sebagaimana penjelasan di atas. 

Sedangkan mengenai perpanjangan waktu bagi berutang yang pailit, 

terdapat keserasaian dengan hukum Islam, akan tetapi didalamya terdapat unsur 

kesenjangan dengan hukum Islam, yakni dengan adanya perpanjangan waktu 

pelunasan yang juga menambah nominal sebesar 5 %, hal ini haram hukumnya 

sebagaimana penjelasan di atas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, penyajian, dan analisis data, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Akad utang sapi untuk penanaman tembakau berdasarkan ketentuan kreditur 

di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura, dilakukan oleh petani 

tembakau selaku berutang dan pemilik sapi selaku kreditur dengan menggunakan 

perjanjian utang piutang meskipun hanya secara ucapan tanpa tertulis serta tidak 

ada saksi yang menyaksikan, dan hanya didasarkan oleh rasa kepercayaan. 

Transaksi ini terjadi ± 1 bulan sebelum masa tanam tiba. 

Sedangkan untuk sapi yang diutang oleh petani tembakau berkisar antara 

umur 1 tahun dan 2 tahun, maka sebelum pihak berutang menerima sapinya dari 

kreditur, terlebih dahulu sapi tersebut di ukur panjangnya, tingginya serta lebar 

perutnya dengan menggunakan tali (tanpar), selain itu juga dibandingkan dengan 

sapi lain yang umur dan ukurannya sama dengan sapi yang dijadikan obyek 

utang  tersebut.  Sedangkan  dalam  menentukan  nominal  uang   yang  menjadi 

ukuran pelunasan utang oleh pihak berutang biasanya  pihak  kreditur  

berpedoman   pada   perkiraan  harga  pasar   bila  sapi  itu  dijual  pada  saat  

berlangsungya   akad   dengan   tambahan   ± 25%  di atas  perkiraan  harga sapi 
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tersebut. Ija>b dan qabu>l terhadap transaksi ini dilakukan secara lisan diantara 

kedua belah pihak, dan obyek utangnya diserahkan setelah ija>b qabu>l selesai. 

Adapun mengenai jangka waktu pelunasan berkisar antara empat (4) bulan 

sampai lima (5) bulan dan dalam hal pelunasannya, pihak kreditur menentukan 

dua cara pengembalian utang sapi, yakni :  

a. Cara yang pertama adalah petani tembakau berutang sapi untuk modal 

penanaman tembakau dengan ketentuan yang diberikan pemilik sapi 

(kreditur) bahwa utang sapi tersebut dikembalikan dengan sapi yang umur 

dan ukurannya sesuai dengan lamanya masa berutang. 

b. Cara yang kedua adalah petani tembakau berutang sapi untuk modal 

penanaman tembakau dengan ketentuan yang diberikan pemilik sapi 

(kreditur) bahwa utang sapi tersebut dikembalikan dengan sejumlah uang 

yang ditentukan langsung oleh kreditur dalam jangka waktu yang telah 

disepakati. 

Selain itu, untuk pelunasan yang berupa uang jika pihak berutang tidak 

mampu membayar utang pada waktu yang telah disepakati, maka pihak kreditur 

memberi perpanjangan waktu pelunasan dengan tambahan 5% dari jumlah semula 

yang harus dibayar oleh berutang. 
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2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang sapi untuk Penanaman 
Tembakau  

 
Dari segi akadnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa menurut 

hukum Islam tata cara akad pada praktek pelunasan utang sapi untuk 

penanaman tembakau berdasarkan ketentuan kreditur di Desa Sejati adalah 

tidak sempurna akadnya, sebab sekalipun dari semua unsur terdapat 

keserasian dengan teori hukum Islam, akan tetapi akad yang terjadi di Desa 

Sejati tidak menggunakan saksi, hal inilah yang tidak relevan dengan teori 

hukum Islam yang mewajibkan adanya saksi dalam sebuah perjanjian. 

Akan tetapi menurut kebanyakan fukaha adanya kesenjangan ini tidak 

menjadikan akdnya batal, sebab yang bisa menjadikan akad batal adalah 

manakala tidak terpenuhi salah satu rukun ataupun syaratnya. 

Sedangkan dari segi pelunasan utang sapi tersebut, terdapat dua 

hukum yang berbeda, yakni : 

a. Pelunasan utang sapi dengan sapi umur dan ukurannya sesuai dengan 

lamanya masa berutang, hal ini adalah mubah hukumnya atau boleh 

dilakukan, sebab pada dasarnya utang memang harus dikembalikan dengan 

benda yang sejenis. Adapun mengenai umur dan ukuran yang sesuai 

dengan lamanya masa berutang, adalah hal yang mubah mengingat sifat 

hewan (sapi) yang bisa tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. 

b. Untuk pelunasan utang sapi dengan sejumlah uang yang ditentukan 

langsung oleh kreditur dalam jangka waktu yang telah disepakati, hal ini 
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haram hukumnya, sebab mengembalikan utang sapi dengan sejumlah uang 

adalah haram dalam hukum Islam, sebagaimana H{adis| yang 

mengharamkan adanya pengembalian utang dengan barang yang tidak 

sejenis (perak dengan emas). 

Sedangkan mengenai perpanjangan waktu bagi berutang yang pailit, 

terdapat keserasaian dengan hukum Islam yang memang mewajibkan kreditur 

untuk memberi perpanjangan waktu bagi berutang yang pailit, akan tetapi 

didalamya bertentangan dengan hukum Islam, yakni dengan adanya 

perpanjangan waktu pelunasan yang juga menambah nominal pelunasan 

sebesar 5%, hal ini menurut kesepakatan ulama’ haram hukumnya, sebab 

mengarah ke riba nasi’ah. 

 

B. SARAN-SARAN 

1. Penulis berharap kepada semua masyarakat, khususnya yang beragama Islam 

dalam melakukan kegiatan muamalah terutama utang piutang agar 

berpedoman pada peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan dalam al-Qur’an, 

H}adis dan pendapat ulama’ fiqih| mengenai akad dan tata cara pelunasannya, 

agar tidak melakukan penyimpangan yang bisa menjurus ke `dalam sesuatu 

yang haram. 

2. Penulis juga berharap kepada masyarakat Desa Sejati agar mau berusaha 

merubah tata cara akad dan pelunasan utang yang tidak sesuai dengan norma-

norma agama dan sudah mengkultur agar diperbaiki mekanismenya menurut 
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ketentuan al-Qur’an, H}adis dan pendapat ulama’ fiqih|, sehingga tercermin 

keuntungan bersama dan terhindar dari kerugian bagi salah satu pihak. 
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